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ABSTRAK

Warga binaan lanjut usia merupakan kelompok rentan karena
penurunan mobilitas, fungsi sensorik, dan kondisi kesehatan kronis
dapat membatasi kemampuan mereka untuk meminta pertolongan
dengan segera. Artikel ini mendeskripsikan dan mengevaluasi
program Kuliah Kerja Nyata berupa pemasangan sistem bel
nirkabel sederhana pada blok hunian lansia Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Program dilaksanakan
melalui koordinasi, observasi langsung, perencanaan, pengujian
perangkat, pemasangan, sosialisasi, simulasi keadaan darurat,
pemantauan, dan evaluasi. Tombol panggil ditempatkan pada
lokasi yang mudah dijangkau warga binaan lansia, sedangkan
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perangkat penerima ditempatkan di Pos Komandan Jaga dan Klinik
Lapas. Catatan program menunjukkan perangkat berfungsi pada
saat pengujian dan simulasi serta prosedur penggunaan dapat
dipahami oleh petugas dan warga binaan lansia. Intervensi ini
merupakan adaptasi lingkungan berbiaya rendah yang dapat
mempersingkat rantai komunikasi pada situasi mendesak. Namun,
program belum menggunakan desain kuantitatif sebelum-sesudah
sehingga perubahan waktu respons maupun luaran klinis belum
dapat dibuktikan secara statistik. Pemeriksaan perangkat berkala,
prosedur respons yang jelas, dan evaluasi jangka panjang
diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program.

Kata Kunci: Warga Binaan Lansia, Komunikasi Darura,;
Kesehatan Pemasyarakatan, Aksesibilitas, Bel Nirkabel

1. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pidana, tetapi juga
dengan pelayanan, perawatan, pengamanan, pembinaan, dan pemenuhan hak dasar orang yang
berada dalam tahanan atau menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
menempatkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai prinsip
penting dalam penyelenggaraan pemasyarakatan (Republik Indonesia, 2022). Dalam kerangka
tersebut, kebutuhan warga binaan lanjut usia tidak dapat diperlakukan sama secara mekanis
dengan kebutuhan kelompok usia yang lebih muda. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
secara khusus mengatur perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia melalui Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018, yang menekankan pemenuhan
kebutuhan khusus dan pemeliharaan kemampuan fisik, mental, serta sosial kelompok lansia
(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018).

Kerentanan warga binaan lansia terutama muncul dari pertemuan antara proses penuaan
dan karakteristik lingkungan pemasyarakatan. Penelitian internasional menunjukkan bahwa
orang yang menua dalam penahanan memiliki beban penyakit kronis, gangguan fungsi, masalah
mobilitas, gangguan penglihatan atau pendengaran, serta sindrom geriatrik yang lebih tinggi
dibandingkan populasi yang lebih muda (Greene et al., 2018; Skarupski et al., 2018). Kajian
Williams et al. (2012) juga menekankan bahwa kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari di
lingkungan penjara memiliki tuntutan yang berbeda dengan kehidupan di masyarakat. Kegiatan
sederhana seperti mencapai tempat tidur, bergerak menuju fasilitas tertentu, mengikuti
instruksi petugas, atau meminta bantuan dapat menjadi lebih sulit ketika fungsi fisik dan sensorik
menurun. Karena itu, desain lingkungan dan prosedur operasional perlu menyesuaikan
kemampuan penghuni, bukan hanya mengandalkan kemampuan penghuni untuk menyesuaikan
diri dengan lingkungan yang tersedia.

Prinsip internasional memberikan dasar yang searah. Nelson Mandela Rules menegaskan
tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi orang yang dipenjara serta
prinsip kesetaraan standar pelayanan dengan masyarakat di luar penjara (United Nations General
Assembly, 2015). UNODC menempatkan narapidana lansia sebagai kelompok berkebutuhan
khusus yang memerlukan penyesuaian akomodasi, akses terhadap layanan, perlindungan, dan
perhatian pada keterbatasan fisik (United Nations Office on Drugs and Crime, 2009). Pedoman
WHO mengenai kesehatan di penjara juga menekankan bahwa kebutuhan kesehatan lansia dapat
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meningkat karena penyakit kronis, penurunan fungsi, dan kerentanan terhadap kondisi
lingkungan (World Health Organization Regional Office for Europe, 2007). Kerangka tersebut
menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan cepat pada kondisi darurat bukan sekadar persoalan
teknis, melainkan bagian dari pelayanan yang manusiawi dan responsif terhadap kelompok
rentan.

Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai pelayanan kesehatan narapidana menunjukkan
bahwa pengelolaan kesehatan membutuhkan dukungan regulasi, sumber daya manusia, sarana,
dan prosedur yang terorganisasi (Tando & Anwar, 2022). Penelitian Setiawan dan Wibowo (2021)
menegaskan bahwa narapidana berusia lanjut memerlukan perlakuan khusus karena termasuk
kelompok rentan, sedangkan kajian Sulasno (2025) menguraikan bahwa keterbatasan akses,
kualitas pelayanan, kondisi fisik lingkungan, dan isolasi sosial dapat memperbesar persoalan
kesehatan pada warga binaan lanjut usia. Dengan demikian, pelayanan bagi lansia perlu dilihat
secara terpadu: kemampuan memperoleh pertolongan, kualitas komunikasi dengan petugas,
ketersediaan petugas kesehatan, serta kemudahan menggunakan fasilitas merupakan bagian
yang saling terkait.

Hasil observasi awal dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
[IA Pancur Batu menunjukkan adanya persoalan praktis pada komunikasi ketika warga binaan
lansia membutuhkan bantuan. Mekanisme yang digunakan masih sangat bergantung pada
panggilan suara atau bantuan warga binaan lain. Cara tersebut dapat bekerja pada situasi biasa,
tetapi memiliki keterbatasan ketika penghuni mengalami sakit mendadak, jatuh, kelemahan,
atau kondisi lain yang menghambat kemampuan bergerak dan berteriak. Di sisi lain, petugas
tidak selalu berada tepat di depan kamar karena harus menjalankan fungsi pengawasan pada
area yang lebih luas. Kesenjangan sederhana antara kebutuhan meminta bantuan dan posisi
petugas inilah yang menjadi titik masalah utama program.

Pilihan solusi diarahkan pada teknologi yang sederhana, murah, dan tidak menuntut
perubahan besar terhadap infrastruktur lapas. Sistem bel nirkabel memungkinkan tombol panggil
ditempatkan dekat dengan warga binaan lansia, sedangkan unit penerima dapat ditempatkan di
titik petugas. Secara konseptual, solusi ini merupakan bentuk adaptasi lingkungan, yaitu
mengurangi tuntutan fisik yang harus dilakukan lansia untuk memperoleh bantuan. Literatur
mengenai kebutuhan sosial dan fungsional narapidana lansia menunjukkan bahwa adaptasi
akomodasi dan praktik operasional dapat menjadi komponen penting untuk mempertahankan
kemandirian dan mengurangi risiko pada kelompok ini (Lee et al., 2019; Mofina et al., 2022).
Teknologi yang dipilih tidak dimaksudkan menggantikan penilaian kesehatan atau pengawasan
petugas, melainkan memperpendek jalur komunikasi ketika bantuan diperlukan.

Keandalan sistem komunikasi darurat juga bergantung pada respons organisasi. Bunyi bel
tidak mempunyai nilai perlindungan apabila tidak diikuti prosedur penerimaan sinyal, identifikasi
lokasi, verifikasi keadaan, dan tindakan petugas. Karena itu, program tidak berhenti pada
pemasangan perangkat. Sosialisasi, simulasi, dan penetapan lokasi penerima menjadi bagian
yang sama pentingnya. Kerangka penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pemasyarakatan
menuntut pengelolaan kondisi yang mampu mencegah maupun merespons ancaman dan
gangguan secara terstruktur (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
2024). Dalam konteks program ini, integrasi antara perangkat komunikasi, petugas jaga, dan
klinik menjadi pendekatan yang dipilih untuk menghubungkan kebutuhan keselamatan dengan
pelayanan kesehatan.
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Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program optimalisasi sistem komunikasi
darurat melalui bel nirkabel pada blok hunian lansia Lapas Kelas IIA Pancur Batu, menilai
ketercapaian keluaran program berdasarkan catatan pelaksanaan, dan membahas relevansinya
terhadap kebutuhan warga binaan lanjut usia. Artikel juga mengidentifikasi keterbatasan
program agar hasilnya tidak ditafsirkan melebihi data yang tersedia. Dengan demikian, luaran
kegiatan KKN disusun menjadi artikel deskriptif-evaluatif yang menempatkan inovasi sederhana
tersebut dalam kerangka pelayanan pemasyarakatan, aksesibilitas, keselamatan, dan
pemenuhan hak kelompok rentan.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif berbasis data pelaksanaan Kuliah
Kerja Nyata di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu pada Juni sampai Agustus 2026.
Pendekatan dipilih karena kegiatan pada dokumen sumber merupakan program implementatif,
bukan penelitian eksperimental. Fokus analisis adalah kondisi komunikasi darurat sebelum
intervensi, tahapan penerapan bel nirkabel, ketercapaian keluaran yang telah ditetapkan, dan
catatan keberlanjutan program. Oleh karena itu, artikel tidak melakukan pengujian hipotesis
atau analisis statistik inferensial.

Sumber data primer kegiatan berasal dari observasi langsung pada blok hunian lansia,
pengamatan tata letak kamar dan posisi petugas, diskusi koordinasi dengan pimpinan dan petugas
terkait, pengujian perangkat, simulasi penggunaan bel, serta pemantauan setelah pemasangan.
Pihak yang terlibat dalam koordinasi mencakup pimpinan lapas, Kesatuan Pengamanan Lembaga
Pemasyarakatan, petugas pengamanan, dan petugas klinik. Data dokumenter meliputi jadwal
kegiatan, uraian pelaksanaan, indikator keberhasilan, rancangan anggaran biaya, rencana
kebutuhan sumber daya, dan catatan evaluasi yang tercantum dalam laporan KKN.

Pelaksanaan program dibagi dalam tujuh rangkaian utama. Pertama, koordinasi dilakukan
untuk menyampaikan tujuan kegiatan, memperoleh persetujuan, menentukan lokasi, dan
menyesuaikan program dengan prosedur keamanan lapas. Kedua, observasi digunakan untuk
mengenali hambatan komunikasi, akses menuju pos petugas, kondisi kamar, serta kebutuhan
lansia. Ketiga, perencanaan program mencakup penentuan titik tombol panggil dan unit
penerima, penyusunan kebutuhan alat, dan perumusan prosedur penggunaan. Keempat,
pengadaan dan pengujian perangkat dilakukan sebelum instalasi untuk memastikan fungsi tombol
pemancar dan unit penerima. Kelima, pemasangan dilakukan pada lokasi yang mudah dijangkau
warga binaan lansia, dengan unit penerima di Pos Komandan Jaga dan Klinik Lapas. Keenam,
sosialisasi dan simulasi dilaksanakan agar pengguna memahami fungsi alat dan langkah yang perlu
dilakukan saat sinyal berbunyi. Ketujuh, pemantauan dan evaluasi dilakukan setelah penggunaan
awal untuk mengidentifikasi fungsi perangkat, kendala, dan kebutuhan tindak lanjut.

Evaluasi ketercapaian dilakukan dengan membandingkan keluaran yang direncanakan
dengan catatan hasil pelaksanaan. Indikator yang digunakan meliputi terselenggaranya survei
lokasi, penentuan titik pemasangan, terpasangnya perangkat pada titik yang direncanakan,
keberfungsian perangkat saat diuji, pemahaman petugas dan warga binaan lansia terhadap
penggunaan alat, kelancaran simulasi, serta tersusunnya dokumentasi evaluasi. Karena laporan
sumber tidak menyediakan pengukuran waktu respons dalam satuan detik sebelum dan sesudah
pemasangan, artikel ini tidak menyatakan besaran penurunan response time. Pernyataan
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manfaat dibatasi pada berkurangnya tahapan komunikasi secara konseptual dan keberhasilan
fungsi dalam pengujian serta simulasi.

Analisis data dilakukan secara naratif melalui tiga langkah: merangkum kondisi awal,
memetakan tahapan dan hasil program, kemudian membandingkannya dengan regulasi serta
literatur mengenai kesehatan dan kebutuhan fungsional warga binaan lansia. Data identitas
individual warga binaan tidak digunakan dalam artikel. Pembahasan diarahkan pada aspek sistem
dan layanan, bukan pada diagnosis atau kondisi medis orang tertentu. Pendekatan tersebut
dipilih untuk menjaga kesesuaian antara tujuan akademik, ruang lingkup KKN, dan prinsip
penghormatan terhadap martabat warga binaan.

Kerangka evaluasi dibedakan menjadi keluaran proses dan hasil layanan. Keluaran proses
mencakup tersedianya perangkat, lokasi pemasangan yang sesuai, keberhasilan pengiriman sinyal
pada uji fungsi, pelaksanaan sosialisasi, dan keterlaksanaan simulasi. Hasil layanan seharusnya
mencakup waktu respons, keberhasilan petugas mencapai lokasi panggilan, jenis tindak lanjut,
gangguan teknis, dan pengalaman pengguna. Pemisahan ini penting agar keberhasilan instalasi
tidak langsung disamakan dengan efektivitas klinis. Literatur mengenai warga binaan lansia
menekankan bahwa keterbatasan fungsi dan kebutuhan sosial memerlukan penyesuaian
lingkungan sekaligus dukungan operasional yang konsisten (Lee et al., 2019; Mofina et al., 2022).
Karena data KKN terutama berada pada tingkat keluaran proses, interpretasi artikel juga dibatasi
pada tingkat tersebut. Kerangka ini sekaligus menyediakan dasar bagi evaluasi lanjutan apabila
Lapas hendak menilai manfaat sistem secara lebih objektif dalam periode penggunaan yang lebih
panjang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Observasi awal menunjukkan bahwa kebutuhan komunikasi darurat pada blok lansia belum
didukung oleh sarana panggil yang dapat diaktifkan langsung dari posisi warga binaan.
Permintaan pertolongan masih mengandalkan suara atau perantara warga binaan lain. Kondisi
tersebut menjadi kurang ideal bagi lansia yang mengalami keterbatasan gerak, kelemahan,
penurunan fungsi sensorik, atau situasi mendadak yang membuat mereka kesulitan mencapai
petugas. Program kemudian diarahkan pada pemasangan bel nirkabel dengan prinsip mudah
dijangkau, mudah digunakan, dan dapat mengirimkan sinyal ke titik tempat petugas berada.

Tahap koordinasi menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi pemasangan, pihak yang
menerima sinyal, dan prosedur pelaksanaan di lingkungan lapas. Pada tahap observasi dan
perencanaan, tim menilai jarak dan potensi hambatan antara kamar lansia dengan Pos Komandan
Jaga serta Klinik Lapas. Penempatan dua unit penerima dipilih agar sinyal dapat diketahui oleh
unsur pengamanan dan kesehatan. Sebelum pemasangan, perangkat diuji untuk memastikan
tombol panggil dapat mengaktifkan unit penerima. Setelah terpasang, pengujian diulang melalui
simulasi panggilan dari area hunian.

Sosialisasi diberikan kepada petugas dan warga binaan lansia mengenai fungsi alat, cara
menekan tombol, makna bunyi panggilan, dan tindakan yang harus dilakukan setelah notifikasi
diterima. Penekanan juga diberikan pada penggunaan alat untuk kebutuhan bantuan yang
relevan agar alarm palsu tidak mengurangi kewaspadaan petugas. Simulasi menjadi bagian
penting karena mengubah perangkat dari sekadar benda terpasang menjadi mekanisme
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komunikasi yang dipahami oleh dua pihak: warga binaan sebagai pengirim sinyal dan petugas
sebagai penerima sekaligus pemberi respons.

Berdasarkan indikator dalam laporan KKN, survei dan penentuan titik pemasangan telah
dilakukan, perangkat dipasang pada titik yang direncanakan, dan bel berfungsi saat diuji.
Simulasi penggunaan juga dilaporkan berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti. Catatan
program menyatakan tidak terdapat keluhan signifikan pada penggunaan awal. Temuan tersebut
menunjukkan ketercapaian keluaran implementatif pada fase awal. Namun, data yang tersedia
belum berupa catatan longitudinal sehingga ketahanan perangkat, frekuensi alarm, waktu
respons rata-rata, dan dampak terhadap kejadian kesehatan belum dapat dinilai secara
kuantitatif.

Dari sisi biaya, program menggunakan satu paket bel nirkabel senilai Rp140.000 dan selotip
dua sisi senilai Rp26.000, dengan total Rp166.000. Rencana sumber daya juga mencantumkan
keterlibatan tiga taruna pada perencanaan dan instalasi, satu tombol atau unit bel pada area
lansia, dua unit penerima pada Pos Komandan Jaga dan Klinik, serta bahan pemasangan. Struktur
biaya tersebut menunjukkan bahwa intervensi dilaksanakan dengan kebutuhan anggaran yang
relatif terbatas dan tanpa pekerjaan konstruksi besar.

A RTINS

- ——

Gambar 1. Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelés lIA P

e e

ancur Batu (dokumentasi laporan KKN).

Tabel 1. Tahapan Program dan Fokus Kegiatan

Tahap Fokus kegiatan

Koordinasi Persetujuan, lokasi, jadwal, dan prosedur keamanan.

Observasi Kondisi hunian, hambatan komunikasi, akses petugas,
jangkauan sinyal.

Perencanaan Titik tombol, lokasi unit penerima, kebutuhan alat,
prosedur penggunaan.

Pengujian & Uji fungsi; pemasangan tombol dekat lansia dan unit

pemasangan penerima di pos jaga serta klinik.

Sosialisasi & simulasi | Cara penggunaan, respons petugas, dan latihan
panggilan.

Pemantauan & Fungsi alat, masukan pengguna, kendala, dan

evaluasi keberlanjutan.
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Tabel 2. Ringkasan Indikator Keberhasilan

Aspek Indikator dari laporan

Persiapan Survei lokasi dan penentuan titik pemasangan.

Instalasi Perangkat terpasang dan berfungsi saat diuji.

Pemahaman pengguna | Petugas dan warga binaan lansia memahami cara
kerja bel.

Simulasi Latihan penggunaan berjalan tanpa hambatan teknis
berarti.

Evaluasi awal Tidak ada keluhan signifikan dan laporan evaluasi
tersusun.

Tabel 3. Rancangan Anggaran Biaya

Barang Jumlah Biaya

Bel nirkabel 1 Rp140.000

Selotip dua sisi 1 Rp26.000

Total Rp166.000
Pembahasan

Hasil program menunjukkan bahwa persoalan akses komunikasi dapat ditangani melalui
intervensi yang sangat sederhana apabila desainnya berangkat dari hambatan fungsional
pengguna. Bagi warga binaan lansia, kebutuhan meminta bantuan tidak selalu dapat dipenuhi
dengan asumsi bahwa seseorang mampu berdiri, berjalan menuju pintu, atau memanggil dengan
suara keras. Literatur geriatrik pemasyarakatan menunjukkan bahwa gangguan mobilitas,
pendengaran, penglihatan, dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari dapat muncul lebih
awal dan lebih sering pada populasi yang dipenjara (Greene et al., 2018; Williams et al., 2012).
Dalam situasi tersebut, tombol panggil yang berada dalam jangkauan tangan mengurangi
tuntutan gerak yang harus dilakukan sebelum komunikasi terjadi.

Dari sudut pandang pemenuhan hak, intervensi ini relevan karena komunikasi merupakan
pintu masuk menuju layanan. Hak memperoleh perawatan kesehatan akan sulit bermakna jika
penghuni tidak dapat menyampaikan kondisi mendesak kepada petugas. Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2022 mengaitkan fungsi pemasyarakatan dengan pelayanan dan perawatan serta
penghormatan terhadap hak asasi manusia (Republik Indonesia, 2022). Permenkumham Nomor
32 Tahun 2018 secara lebih khusus menempatkan narapidana lanjut usia sebagai kelompok yang
memerlukan perlakuan untuk memenuhi kebutuhan khususnya (Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018). Dengan demikian, bel nirkabel dapat dipahami sebagai
sarana pendukung akses terhadap pelayanan, bukan sekadar perangkat elektronik tambahan.

Pendekatan tersebut juga konsisten dengan standar internasional. Nelson Mandela Rules
menegaskan kewajiban negara terhadap pelayanan kesehatan narapidana (United Nations
General Assembly, 2015), sedangkan UNODC mendorong penyesuaian kondisi penahanan bagi
kelompok dengan kebutuhan khusus, termasuk lansia (United Nations Office on Drugs and Crime,
2009). WHO menekankan bahwa masalah kesehatan dalam penjara harus ditangani dengan
mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan populasi yang berbeda (World Health
Organization Regional Office for Europe, 2007). Dalam program di Pancur Batu, penyesuaian
dilakukan pada titik komunikasi, yaitu mengubah cara meminta bantuan dari model yang
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mengandalkan kemampuan fisik menjadi model yang dapat diaktifkan dengan satu tindakan
sederhana.

Nilai program tidak hanya terletak pada tombol panggil, tetapi pada arsitektur respons yang
menyertainya. Unit penerima ditempatkan di Pos Komandan Jaga dan Klinik Lapas. Penempatan
pada dua titik tersebut secara organisatoris menghubungkan fungsi pengamanan dengan fungsi
kesehatan. Pada kondisi seperti jatuh, nyeri akut, sesak, kelemahan mendadak, atau kebutuhan
pertolongan lain, petugas jaga dapat mengetahui adanya panggilan dan mengarahkan tindak
lanjut sesuai kondisi yang ditemukan. Sistem ini tetap membutuhkan verifikasi karena bunyi bel
tidak menjelaskan jenis kedaruratan. Oleh karena itu, respons harus berisi setidaknya identifikasi
lokasi, pemeriksaan keadaan, pemanggilan petugas kesehatan bila diperlukan, serta pencatatan
kejadian apabila panggilan berkaitan dengan insiden keselamatan atau kesehatan.

Dari sudut pandang operasional, sistem panggilan akan lebih aman apabila setiap bunyi
menghasilkan alur respons yang konsisten. Petugas yang menerima sinyal perlu mengetahui
sumber panggilan, melakukan verifikasi segera, dan meneruskan kebutuhan medis kepada
petugas klinik sesuai temuan. Ketika panggilan selesai ditangani, kejadian dapat dicatat secara
ringkas agar pola penggunaan, gangguan, atau alarm palsu dapat dievaluasi. Pendekatan ini
sejalan dengan gagasan bahwa pelayanan kesehatan di penjara tidak berdiri sendiri, melainkan
bergantung pada keterhubungan antara akses penghuni, organisasi petugas, dan fasilitas yang
tersedia (Enggist et al., 2014; Tando & Anwar, 2022). Dalam konteks lansia, konsistensi prosedur
menjadi penting karena hambatan fungsi dapat membuat penghuni lebih bergantung pada sistem
dan bantuan orang lain. Dengan demikian, keberhasilan alat perlu dipahami sebagai kombinasi
antara perangkat yang dapat diakses, sinyal yang dapat diterima, dan respons manusia yang
terorganisasi.

Aspek sosialisasi dan simulasi merupakan komponen yang mencegah kegagalan
implementasi. Perangkat yang berfungsi secara teknis dapat tetap tidak efektif jika penghuni
tidak tahu kapan atau bagaimana menggunakannya, atau jika petugas tidak mempunyai pola
respons yang seragam. Kajian sistematis Lee et al. (2019) menunjukkan bahwa program bagi
narapidana lansia sering melibatkan adaptasi lingkungan sekaligus perubahan praktik dan
dukungan personel. Artinya, inovasi pada kelompok lansia lebih efektif ketika perubahan fisik
dipadukan dengan perubahan cara kerja. Dalam kegiatan KKN, simulasi berfungsi sebagai latihan
bersama untuk memastikan sinyal dapat dikirim, diterima, dikenali, dan ditindaklanjuti.

Penggunaan teknologi sederhana juga mempunyai keuntungan dalam konteks sumber daya
terbatas. Total biaya yang tercatat Rp166.000 dan tidak memerlukan renovasi fisik. Biaya rendah
dapat memudahkan replikasi jika hasil evaluasi jangka panjang menunjukkan manfaat. Namun,
murah tidak sama dengan bebas risiko. Bel nirkabel bergantung pada daya, kondisi baterai atau
sumber listrik, jangkauan frekuensi, lokasi unit penerima, dan kondisi fisik bangunan. Dinding
tebal, perubahan tata ruang, gangguan perangkat, atau kelalaian penggantian baterai dapat
menurunkan keandalan. Karena itu, inspeksi rutin dan uji fungsi perlu menjadi bagian dari
prosedur, bukan hanya dilakukan pada saat pemasangan awal.

Isu pemeliharaan penting karena sistem darurat harus memiliki tingkat keandalan yang lebih
tinggi daripada perangkat komunikasi biasa. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan jadwal
sederhana, misalnya uji tombol pada pergantian periode tertentu, pengecekan sumber daya,
kebersihan perangkat, kekuatan pemasangan, serta konfirmasi bahwa unit penerima masih
berada di lokasi yang benar. Hasil uji sebaiknya dicatat dalam lembar kontrol. Jika suatu saat
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sistem diperluas ke beberapa kamar atau blok, identifikasi sumber panggilan juga perlu
diperjelas agar petugas tidak kehilangan waktu untuk mencari lokasi. Pada tahap pengembangan,
perangkat dengan indikator nomor kamar atau zona dapat dipertimbangkan apabila tetap sesuai
dengan kebijakan keamanan dan anggaran.

Dimensi sumber daya manusia tidak boleh dikesampingkan. Kajian kesehatan
pemasyarakatan di Indonesia menekankan bahwa fasilitas, regulasi, sumber daya, dan pola
pengelolaan harus berjalan bersama (Tando & Anwar, 2022). Sulasno (2025) juga menyoroti
bahwa kebutuhan layanan lansia menuntut akses, kualitas pelayanan, dan dukungan sistem yang
memadai. Dalam konteks bel darurat, petugas perlu mengetahui prioritas panggilan, jalur
komunikasi dengan klinik, pembagian tanggung jawab, dan dokumentasi insiden. Jika bunyi bel
dianggap sebagai suara latar atau sering dipicu untuk kebutuhan yang tidak mendesak, dapat
terjadi kelelahan alarm. Edukasi pengguna dan penegakan prosedur yang proporsional
dibutuhkan agar alat tetap dipercaya.

Intervensi juga memiliki dimensi psikologis. Rasa aman tidak hanya ditentukan oleh
ketiadaan bahaya, tetapi juga oleh keyakinan bahwa bantuan dapat dijangkau ketika diperlukan.
Bagi lansia yang berada di lingkungan tertutup, pengetahuan bahwa tersedia tombol untuk
memanggil petugas dapat mengurangi ketergantungan pada penghuni lain. Meskipun laporan KKN
tidak mengukur kecemasan atau rasa aman dengan instrumen psikologis, literatur menunjukkan
bahwa isolasi, keterbatasan lingkungan, dan kondisi kesehatan dapat memperburuk
kesejahteraan penghuni lansia (Skarupski et al., 2018; Sulasno, 2025). Karena itu, aspek
pengalaman pengguna layak dimasukkan dalam evaluasi berikutnya melalui wawancara
terstruktur atau kuesioner sederhana.

Program ini mempunyai keterbatasan metodologis yang harus ditegaskan. Pertama, tidak
tersedia data kuantitatif waktu respons sebelum pemasangan dan setelah pemasangan. Maka,
klaim bahwa sistem secara statistik mempercepat response time tidak dapat dibuat. Kedua,
laporan tidak mencantumkan jumlah pengguna lansia yang mengikuti simulasi maupun jumlah
panggilan selama masa pemantauan. Ketiga, tidak terdapat pengukuran sensitivitas, tingkat
kegagalan sinyal, masa pakai baterai, atau pengujian pada berbagai kondisi operasional.
Keempat, evaluasi dilakukan dalam waktu relatif singkat sehingga belum menggambarkan
keberlanjutan penggunaan dalam hitungan bulan. Kelima, tidak ada data luaran klinis, sehingga
dampak terhadap kejadian jatuh, komplikasi, rujukan, atau keselamatan belum dapat dinilai.

Keterbatasan tersebut justru memberi arah pengembangan yang lebih kuat. Evaluasi
berikut dapat menggunakan desain sebelum-sesudah sederhana dengan mencatat waktu antara
aktivasi tombol, penerimaan sinyal, kedatangan petugas, dan penyelesaian respons. Data dapat
dikelompokkan menurut jenis panggilan tanpa membuka identitas warga binaan. Selain itu,
persentase panggilan yang berhasil diterima, kejadian alarm palsu, gangguan perangkat, serta
kepuasan pengguna dapat menjadi indikator. Pendekatan ini akan menghasilkan bukti yang lebih
objektif apakah alat bukan hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memperbaiki kinerja
layanan.

Untuk kelompok lansia, evaluasi juga perlu memasukkan aspek aksesibilitas. Mofina et al.
(2022) menunjukkan bahwa kebutuhan fungsional orang tua dalam tahanan berkaitan erat
dengan kondisi fisik dan tuntutan lingkungan. Karena itu, ketinggian tombol, kekuatan tekan,
visibilitas, kemampuan menjangkau dari posisi duduk atau berbaring, dan kejelasan instruksi
harus diperiksa. Pengguna dengan gangguan tangan, penglihatan, atau kognitif mungkin
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memerlukan penyesuaian tambahan. Prinsipnya bukan menciptakan satu desain untuk semua
orang, melainkan memastikan perangkat benar-benar dapat digunakan oleh kelompok yang
menjadi sasaran.

Pada tingkat kelembagaan, program ini dapat diposisikan sebagai bagian dari manajemen
risiko pelayanan. Bel nirkabel tidak menghilangkan risiko medis atau keselamatan, tetapi dapat
mengurangi salah satu sumber keterlambatan, yaitu kesulitan menyampaikan informasi. Jika
digabungkan dengan prosedur respons, pemeriksaan rutin, dokumentasi, dan koordinasi klinik,
alat dapat menjadi komponen kecil dari sistem kesiapsiagaan yang lebih luas. Permenkumham
Nomor 8 Tahun 2024 menekankan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban untuk menciptakan
kondisi yang mendukung fungsi pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, 2024). Penerapan perangkat komunikasi pada kelompok rentan dapat
ditempatkan dalam semangat pencegahan dan respons terstruktur tersebut.

Secara keseluruhan, program di Lapas Kelas IIA Pancur Batu memperlihatkan bahwa inovasi
pelayanan tidak harus selalu berupa teknologi kompleks. Kesesuaian masalah, kemudahan
penggunaan, keterlibatan petugas, dan keberlanjutan prosedur lebih menentukan nilai praktis
suatu alat. Bel nirkabel menjawab hambatan yang spesifik: warga binaan lansia membutuhkan
cara yang lebih mudah untuk memberitahu petugas ketika bantuan diperlukan. Hasil awal
mendukung kelayakan implementasi, tetapi bukti efektivitas jangka panjang masih perlu
dibangun melalui pencatatan dan evaluasi yang lebih sistematis.

KESIMPULAN

Program optimalisasi sistem komunikasi darurat melalui bel nirkabel pada blok hunian lansia
Lapas Kelas IIA Pancur Batu dilaksanakan sebagai respons terhadap keterbatasan mekanisme
panggilan bantuan yang sebelumnya bergantung pada suara atau perantara warga binaan lain.
Pelaksanaan mencakup koordinasi, observasi, perencanaan, pengadaan dan pengujian
perangkat, pemasangan, sosialisasi, simulasi, serta pemantauan dan evaluasi. Tombol panggil
ditempatkan pada area yang mudah dijangkau warga binaan lansia, sedangkan unit penerima
ditempatkan di Pos Komandan Jaga dan Klinik Lapas. Berdasarkan catatan kegiatan, perangkat
berfungsi saat diuji dan simulasi dapat dilaksanakan, sehingga keluaran implementatif program
pada tahap awal tercapai. Intervensi ini relevan dengan kebutuhan aksesibilitas lansia dan prinsip
pelayanan pemasyarakatan yang responsif terhadap kelompok rentan. Namun, program belum
menyediakan data kuantitatif sebelum-sesudah mengenai waktu respons, frekuensi panggilan,
kegagalan sinyal, maupun luaran kesehatan. Oleh karena itu, keberhasilan yang dapat
disimpulkan adalah keberhasilan implementasi awal, bukan bukti kausal mengenai penurunan
risiko atau peningkatan luaran klinis. Keberlanjutan program bergantung pada prosedur respons,
pemeliharaan perangkat, disiplin penggunaan, dan evaluasi berkala.
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